WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR ..19... TAHUN 2010

TENTANG

TATA LAKSANA PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PENGAWASAN PEMULIHAN
AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

WALIKOTA DENPASAR,

bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan
Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta
Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun oleh Pemerintah Daerah;

. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf C

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Denpasar, dibidang
lingkungan hidup menjadi urusan wajib;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Tata
Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun.

. Undang-Undang Nomor | Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya

Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3415),

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844),

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5059);




4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737),

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009
tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun;

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009
tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat
Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah

Daerah;

9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001
tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup Daerah;

10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002
tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di

11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewengangan Kota Denpasar (Lembaran
Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Daerah Kota
Denpasar Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA LAKSANA PERIZINAN
DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN SERTA PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT
PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.




3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengelolaan lingkungan hidup.
Gubernur adalah Gubernur Bali.
Walikota adalah Walikota Denpasar.
Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar.
Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar.
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut PPLHD adalah
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kota Denpasar.
Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa
suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang
karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun
tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk
hidup lain.

10. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan,
pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pcngulnl’mn,d:npuumbmm limbah B3.

11. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh
penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud
menyimpan sementara.

12. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari pengl':aml limbah
B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat,
pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.

13. Pengumpulan limbah B3 skala nasional adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang
lokasi pengumpul dan penghasil limbah B3 lintas provinsi dan/atau dari sumber limbah B3
yang berasal dari 2 (dua) provinsi atau lebih.

14. Pengumpulan limbah B3 skala provinsi adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang
lokasi pengumpul dan penghasil limbah B3 lintas kabupaten’kota dan/atau dari sumber
limbah B3 yang berasal lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

15. Pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3
dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

16. Pemulihan akibat pencemaran limbah B3 adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan
pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah B3 sehingga

sesuai dengan peruntukannya.
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Pasal 2
(I}Rumghnglmpymdumrdalmmwmkmm meliputi:
a. perizinan yang meliputi:
1. izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
2. izin pengumpulan limbah B3 skala kota;
b. pengawasan pengelolaan limbah B3 skala kota;
c. pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3: dan
d. pembinaan.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 tidak termasuk minyak
pelumas/oli bekas.

BAB II
PERIZINAN

Pasal 3

Wﬂlkmbawemgmmnkmmnpmﬁmpmnmemlunbahﬂ3 dan pengumpu
limbah B3 skala kota. e

Pasal 4
BnduuunhaymghepnmutumnynhmrpupmgunmuimhmbahBS ib memiliki:
a. Wn analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan ggumpulm limbah B3;
b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3,




Pasal 5

(1) Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan
limbah B3 skala kota wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota c/q Kepala
Badan Lingkungan Hidup.

(2) Permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir
permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [ dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Pasal 6

Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila:

a. jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau

b. badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak
pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

Pasal 7

Proses keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui tahapan:

a. penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan
pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

b. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon
nbugumm dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan
sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
yang dilengkapi dengan Berita Acara,

c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan;
dan

d. keputusan permochonan izin oleh walikota yang didelegasikan kepada Kepala Badan
Lingkungan Hidup.

Pasal 8
(1) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat berupa
penerbitan atau penolakan.
(2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan
limbah B3 memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7.

Pasal 9

(1) Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan paling lama 45 (empat
puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.

(2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum
memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.

(S}Apab:il dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) walikota c/q Kepala

Badan Lingkungan Hidup tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan permohonan izin,

maka permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 10
(1) Walikota c/q Kepala Badan Lingkungan Hidup wajib menyampaikan status pemenuhan
persyaratan administrasi permohonan izin kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.
(2) Walikota ¢/q Kepala Badan Lingkungan Hidup wajib menyampaikan status pemenuhan
mmhﬂskepuhpmhmpaﬁnghmT(nﬁuh}lmikaj:mdahvuiﬁhﬁtehﬁs




Pasal 11
(1) Keputusan berupa penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterbitkan
dalam bentuk keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup atas
nama walikota.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri dan gubernur.
(3) Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup atas nama walikota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, Mdmgusaha, nama
penanggung jawab kegiatan;
b. sumber limbah B3;
c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
d. jenis dan karakteristik limbah B3;
e. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:
1. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan,;
2. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai
3. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan
karakteristik limbah B3;
mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah B3,
mencatat neraca limbah B3;
mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
i laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan

it B

limbah B3.
f. sistem pengawasan; dan
g. masa berlaku izin.
(4) Pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 5
dﬂnh;kanmmdcngmﬁ&rmﬂsebagmmtummdﬂamhmptmwm
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12
Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1):
a dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau
teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
b. diterbitkan dalam bentuk surat Kepala Badan Lingkungan Hidup atas nama walikota dengan
disertai alasan penolakan.

Pasal 13

(1) Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan
dapat diperpanjang.

(2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada
walikota ¢/q Kepala Badan Lingkungan Hidup paling lama 60 (enam puluh) hari kerja
sebelum masa berlaku izin berakhir.

(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

(4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

Pasal 14
Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan
pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 15
(1) Izin pengumpulan dan/atau penyimpanan limbah B3 berakhir apabila:

a. telah habis masa berlaku izin; atau
b. dicabut oleh walikota c/q Kepala Badan Lingkungan Hidup.




(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan
pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin.

(3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus lebih dahulu diberikan
surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

Pasal 16
(1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri atas
ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
(2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus PPLHD yang memenuhi persyaratan:
a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
(3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 17
(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat

Pﬂmgl!-ﬂﬂ.
(2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala Badan
Lingkungan Hidup

BAB HI
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN PEMULIHAN AKIBAT
PENCEMARAN LIMBAH B3

Pasal 18

Walikota berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan
pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kota.

Pasal 19

(1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan
pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh tim pengawas.

(2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit
1 (satu) orang anggota tim.

(3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus PPLHD yang memenuhi persyaratan:
a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

(4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 20
(1) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam melaksanakan
tugasnya wajib dilengkapi dengan surat tugas.
(2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala Badan Lingkungan

Pasal 21
PPLHD dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
berpedoman_pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum
dathmmedmtmhhammmpthkmpmﬂ:hmaﬁbnmm
limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak
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Pasal 22

PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berwenang:

a. memasuki areal penghasil, penyimpanan, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan dan
penimbunan limbah B3 dan areal lingkungan tercemar limbah B3;

b. mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3, dan contoh lainnya;

c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan
pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;

d. melakukan pemotretan; dan

e. memeriksa dan membuat status penaatan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan
limbah B3.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23
Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 serta
pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di
tingkat kota dilakukan oleh Menteri dan/atau gubernur.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar .
pada tanggal: 23 Juli 2010

Diundangkan di Denpasar
Padanggal 23 Juli 2010

KDTA DENPASAR,
et p— ¢ME““H1#

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2010 NOMOR 19




LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 19 Tahun 2010

TANGGAL : 23 Juli 2010
TENTANG : TATA LAKSANA PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN

LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA
PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

FORMULIR PERMOHONAN
[ZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

L S R — c/g Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kota Denpasar
di-
Denpasar

Dmpnhihﬂmmgaﬁhnpunwbmiﬁnpmﬁmpmnduﬂﬂmhn“lﬁnhhdmgmdam-
data scbagai berikut :
mem
1. | Nama Pemohon

2. | Alamat

3. | Nomor Telp/Fax I SRR Rl vRRrRaE

Alamat e-mail

B. Keterangan tentang parusahaan

Momor Telp/Fax Tl T A RN SO, GO

Jenis Usaha

| w

MNomor/ Tanggal Akte
- Pendirian***

}Jl

&

NPWP

Jenis izin No Persetujuan / Izin

7. | lzin-izin vang
diperoleh

---------------------------------

C. Lampiran permohonan izin

>

NO DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN KETERANGAN _

1. | Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak. luas. titik
koordinat)

2. | Jenis-jenis limbah vang akan dikelola

<] &) <538
2l &) &

3. Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola




Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola

Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara

£ | 2| L] £

Lay out kegiatan

o = o | &

Uraian tentang proses pengumpuian dan perpindahan limbah (asal
limbah dan titik akhir perjalanan limbah)

9. | Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/
penimbun limbah

10. | Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan

11. | Perlengkapan sistem tanggap darurat v

£

12. | Tata letak saluran drainasc

il 4l @] 4] 4 4] 2] 4] 2] <

13. | Lingkup area kegiatan pengumpulan **** N

Catatan:

.

M e b

ol

Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3
yang ada.

PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;

* = Tergantung skala izin yang diajukan

** = Sesuai pengajuan izin

##% = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan

penyiumpanan
**** = uniuk menjeclaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan




LAMPIRAN 1l PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 19 Tahun 2010

TANGGAL : 23 Juli 2010

TENTANG : TATA LAKSANA PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA
PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH

BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS IZIN PENGUMPULAN
DAN/ATAU PENYIMPANAN LIMBAH B3

1. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Hams Keterangan

No DATA Pengecekan
Ada Tidak

1. | Keterangan Tentang Permohonan
a. Pemohon
1) Nama Pemohon/Kuasa
2) Alamat
3) Nomor Telp/Fax we el [

c
d
f Peta lokasi tempat kegiatan (lay out dan desain TPS) | ... ..
h




Il. PERSYARATAN TEKNIS

A. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

damkymdmmlmhmymhﬁphw:ehmyamhm

letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan;

2. merupakan dacrah bebas banyir,

B. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

antara lain:

2
: 3
4, perdagangan, pusat

mmmwmmmmpﬂmﬁnm 100

ruang dacrah setempat. _

Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter.
Lokasi bebas dari banjir.

Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat,

Manputmbmghnpnkmmﬂhhppuwmmhmbﬂummﬁngmw
penduduk.

laut, kolam, rawa, mata air, sumur
suaka minimal 300 meter.

C. TEMPAT PENYIMPANAN
1. Bangunan untuk tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus

memenuhi persyaratan teknis antara lain

a) memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang scsuai dengan jenis,
karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan.

b) bmgumbcrwlpdmb-hnymgn&kmudahmhhr dan memiliki ventilasi udara yang

c) mdmﬁmgdlnmmhﬂmhlmhikmh@mgmmm

d) memiliki sistem pencrangan (lampu/cahaya matahan) yang memadai.

¢) lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.

f) mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar.

g) bangumnﬁlmgkmdmnnmbul

h) dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan.

i) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan hmbah B3 vang mudah
terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus :

i. tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api

ii. lokasi harus dijauhkan dan sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas

j) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpanan limbah B3 yang mudah

!m]uhkmhbmmmmpatpmﬁmpmm]imhahmhum:

i. kontruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan
ledakan dan kedap air. Kontruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari kontruksi atap,
wmmmmmmmmhM{mmw

ii. suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.

k) B!hw?mmmm@mmmkmlmm33mmﬂ

i. kontruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengamanan limbah B3
dalam keadaan darurat.

i, kontruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.

1) dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah-

i. Jika yang disimpan 100% limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan
memerlukan bak pemampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan
volume minimal 110% dari volume kemasan terbesar yang ada. Untuk menentukan
volume bak penampung lihat contoh perhitungan dibawah ini:




Contoh Perhitungan
Perhitungan untuk mengetahui volume minimal dari bak penampung
(Untuk penyimpanan limbah dengan 100% fasa cair)

Jika disimpan limbah cair yang terdiri dari oli bekas dan solvent kadaluarsa, yaitu

i dari logam diameter 60 cm, tinggi 80 cm
sedangkan solvent kadaluarsa dikemas dalam drum plastik dengan ukuran vaniasi yaitu
drum A diameter 40 cm tinggi 50 cm; drum B 30 cm tinggi 65 cm.

Dari contoh kasus di atas maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung:

Jawab:
Kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada yaitu :
1) Drum Oli Bekas =TI (r2)drum oli bekas * tdrum oli bekas
=3,14*(0,3)2*0,38
=0,23 m3

2) Drum plastik Tipe A =TT (r2)Ddrum plastik tipe A * tdrum plastik tipe A
=3,14%(0,2)2%0,5
= 0,06 m3

3) Drum plastik Tipe B =1 (r2)Ddrum plastik tipe B * tdrum plastik tipe B
=3,14 * (0,15)2 * 0,65
= 0,05 m3

Dari ketiga perhitungan di atas maka volume bak penampung yang diambil adalah
volume bak penampung
terbesar dalam hal ini 0.23 m3.

ii. lokasi bak penampungan sebaiknya berada didalam tempat penyimpanan dan jika bak

penampung berada diluar tempat penyimpanan, maka:

= bak penampung harus dalam keadaan tertutup;

-hnkpmmpunglmmqﬁhmthuhpmr
» saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penmampung
harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1%
menuju bak penampung,

mmpgkanrmglﬂ%:hntutalmlmmkmm,

« Jika yang disimpan berupa fasa padat, maka :
= tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung.

+ lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan.

m) IhmdlmmnhmthE}ugmﬂﬂun&tmlfmbusmmpdumbmghn

n)

p)

untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.

Jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinan

terjadi rembesan atau ceceran (misal sludge IPAL), maka :

i. tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung
disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran.

ii. bak penampung harus dibuat kedap air.

iii. kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.

Jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka :

ii. memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan.

iv. kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak penampung.

Jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitamnya, maka

diperiukan penangkal petir;

hnsmtu:pnpmympmn
Luas area tempat: penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang

Mhﬂmmﬂmmmwﬁmbmmmmmm




2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti fly ash, bottom ash,
d;w kebutuhan tanpa memenuhi sepenubnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu)
atas.

3. Tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

D. PENGEMASAN
1. Pra pengemasan

2. Persyaratan Umum Pengemasan
kebocoran;

b. bentuk vkuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3
yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam

horizontal atan drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik
(HDPE, PP, atau PVC ) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan
tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;
dalam satu kemasan; (lihat lampiran 2. Tabel Kesesuaian)
¢. Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya sclama penyimpanan, jumlah pengisian limbah
dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume
f. Jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan
atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 terscbut harus
dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat scbagai kemasan bagi limbah B3;
g Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan
bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 :
1) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah
yang dikemas.
2) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum
adalah 10 em x 10 cm atau lebih besar.
3) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harusterbuat dari bahan yang tahan
pada permukaan kemasan.
4) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi — sisi kemasan
5) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak bolch terlepas, atau dilepas dan
6) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasanya telah dibersihkan dan
akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label “KOSONG™
7) Labdhnuﬁmpmhkmlunhhmmbaﬁmgmm&m:mbaﬁm
. mﬁu;;u:&ﬂ:mhﬂﬂdmhmﬂ'dnnmhmbﬁﬂimd&m
Limbah B3 yang berupa padatan disimpan di dalam kemasan j
v _ { " Jjumbo bag, drum, karung
i. Sﬁhphummwajibdibﬁﬂmsﬁnhuidmhhdmmidmgmtm:hﬁ:ﬁklhnhhmg
J. mwmmmmmmmmmmm




~ E. CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN
Petugas Perusahaan
Tanggal Lokasi
OBYEK LINGK OBSERVASI
No. pmm;qncsaa PEMERIKSAAN YA TIDAK s
1 Administrasi a. Nomor Pengajuan zin i
" | b. Tanggal Pengajuan Izin
c. Jenisizin

[] Penyimpanan
[[] Pengumpuian

3 Senis Limbal Prediksi LB3 yg

Yang Disimpan Karakteristik LB3 dihasilkan per
satuan waktu
| Fasc cair a. Oli bekas
b. Solvent bekas
c. Thinner bekas
d. DIl (scbutkan)
Fase padat
a. Aki bekas
b. Spent catalyst
o5 c. dll (sebutkan)

3 Sumber Limbah | Perusahaan Jenis LB3 Volume yg Alamat
(untuk kegiatan | Penghasil LB3 Senpeiien | Poaghol 15O
pengumpulan) | 1.

2
3.
4 Kondisi a. Kondisi atap
bangunan Kebocoran: [Ya] [Tidak ]
b. Dinding bangunan S e,
Bahan dinding: [ ]
Tinggi dinding: | ||n
c. Lamtai
Bahan kedap air: [ Ya | [ Tidak ]
Kemiringan lantai: { Ada| | Tidak |
% kemiringan [ ]%
Arah kemiringan B |
d. Bak penampung
ceceran LB3 cair | Bak penampung: [ Ada] [ Tidak |
[ Tertuup
[ ] Tidak tertutup
Letak bak penampung: [ J
Kapasitas: [ ]




cair:
[ ] Tertutup
Tidak
tertutup
e. Sistem penerangan
Cukup MCI Keterangan : ..
f. Ventilasi vdara
Cukup Ckup Keterangan
g. Simbol L-B3 di
Iuar bangunan [ Ada| | Tidak | Keterangam: ..................
h. Jarak dari fasum
seperti RS, pasar,
seks ; ran dll m Feterangan : ..
(untuk tempat
pengumpulan)
1. Titik Koordinat
letak bangunan
a. Simbol dan label
kemasan [ Ada | [ Tidak | Keterangan
b. Penataan kemasan
L-B3 | Ada | | Tidsk | Keterangan: ..................

| Ada | | Tidak | Keterangan: ..................

darurat | Ada | | Tidak | Keterangan: ..................

:
%
§




CATATAN OBSERVASI/SARAN TINDAK:




LAMPIRAN Il PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 19 Tahun 2010
TANGGAL : 23 Juli 2010
TENTANG : TATA  LAKSANA  PERIZINAN DAN  PENGAWASAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
SERTA PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

ACUAN KERJA
LAPORAN VERIFIKASI
PERIZINAN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

I.  Pendahuluan
A. Gambaran Umum Perusahaan (Nama, Lokasi, Jenis Kegiatan, Jenis Limbah Yang dihasilkan)
B. Izin Yang Dimohon
II. Dasar Hukum Pelaksanaan
A Surat Pengajuan Permohonan Perizinan
B. Surat Tambahan Kelengkapan Data Perizinan
C. Ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup
0l. Tim Verifikasi
A. Data Ketua Tim (Nama, No PPLHD, NIP, jabatan)
B. Data Anggota Tim (Nama, No PPLHD, NIP)
C. Waktu Pelaksanaan Verifikasi
IV. Eksistensi Pelaksanaan
A SpmﬁhmBangmm#ngdMﬁahthnglpﬂgmhn(Kmdmmsmg}
B. Jumlah dan Karakteristik Limbah Yang Dikelola :
C. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan
D. Rencana Pengelolaan Selanjutnya
E. Peralatan Pencegahan/Pendeteksian Pencemaran
F. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat
penyimpanan scmentara (khususnya untuk penyimpanan dan penimbunan)
V. Pendekatan Teknologi Pengumpulan
V1. Rekomendasi (yang diberikan olech Tim Teknis, dapat diproses Menjadi SK/Ditolak, karena
T— (Harus bisa menjawab Mengapa, Dimana, Siapa, Kapan dan Bagaimana)

Kesimpulan
A. Verifikasi Administrasi
B. Verifikasi Teknis
C. Hal Lain Yang Dianggap Perlu
D. Lampiran
1. Photo-photo
2. Posisi Koordinat
3. Berita Acara
a.FormBermAm




LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

19 Tahun 2010

. 23 Juli 2010
. TATA LAKSANA PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN

LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA
PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan
Bidang usaha
Periode wakiu
JENIS AWAL LIMBAH JUMLAH | CATATAN:
TOTAL AM)
JUMLAH | JENIS LIMBAH | DOKUMEN | PERIZINAN LIMBAH B3
PERLAKUAN: (KG) YANG DARI KLH
DIKELOLA
A | TIDAE | KADALUA
D | ADA RSA
A
1. DISIMPAN A
% . _..dst
2. DIMANFAATKAN ) ¢
R dst
3. DIOLAH ks -
AR dst
4. DITIMBUN ReReE
R dst
5. DISERAHKAN KE PIHAK 1.
m
- WSS dst
6. EKSPORT ¥ v
; _..dst
7. PERLAKUAN LAINNYA e
I ..dst
TOTAL B(-)
RESIDU * T ~KG
JUMLAH LIMBAH YANG |D(®........KG
BELUM TERKELOLA**
TOTAL JUMLAH LIMBAH (CD) ........... KG
YANG TERSISA
KINERJA PENGELOLAAN
LB3 SELAMA PERIODE {[A(C+D)JA} * 100%} = .........o.....%
SKALA WAKTU
PENAATAN




KETERANGAN:

* RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash
dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll

*+ JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu
penaatan.

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar benamnya sesuai dengan kondisi yang ada.




LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 19 Tahun 2010

TANGGAL : 23 Juli 2010
TENTANG : TATA LAKSANA PERIZINAN DAN  PENGAWASAN

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
SERTA PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU
PENGUMPULAN LIMBAH B3*

Perihal : Perpanjangan izin c/q Kepala Badan Lingkungan Hidup
Penyimpanan dan/atau Kota Denpasar

Pengumpulan Limbah B3* di-

Denpasar

Dmpnmihmimpjuhnpunmhamiﬂnpmﬁmpmmdnﬂmummwhnlhnhhmdmgmm-
data sebagai berikut:

A_ Keterangan tentang pemohon

1. | Nama Pemohon :

2. | Alamat :

3. | Nomor Telp/Fax 3 [ ISR TSR B RN

B. Keterangan tentang perusahaan

Nama Perusahaan :

—

2. | Alamat :

Nomor Telp/Fax

B o
T

Jenis Usaha

ot o g

No / Tanggal Akte

6. | No Persetujuan

Jmmﬁg,rhm

. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang diajukan

b [l [ [

inke v/
Izin Scbelumnya

e

Kelengkapan dokumen : | 1. Fotocopy izin sebelumnya
terlampir 2. Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu pentaatan terakhir




3. Jika terjadi perubahan hal-hal i
:.mhmhu‘ﬂihmmhhhnﬁahﬂ?mdmmfd:hmm
immmmfpmmlm
fotocopy kontrak kerja den
e gan pihak ke Il yang telah

Catatan : (*) Coret yang tidak perfu




LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 19 Tahun 2010

TANGGAL : 23 Juli 2010
TENTANG : TATA  LAKSANA  PERIZINAN DAN  PENGAWASAN

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
SERTA PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

TATA LAKSANA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

perundang-undangan maupun perizinan di bidang pengelolaan limbah B3, perlu dilakukan kegiatan
pengawasan.

pengelolaan limbah B3 yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup,
pengawasan pengelolaan limbah B3.

B. Tujuan

m‘mmmmmm:
1. Kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah
B3

2. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan limbah B3 sebagaimana tercantum
MMMMWW{MAL}MWW
Lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL).
perizinan.

C. Sasaman
mmmmmmmmmmmbm
pengelolaan limbah B3 serta perizinan terkait.

Il. TATA LAKSANA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
 a. pengawasan langsung; dan
b. pengawasan tidak langsung.

pengawas ke lokasi usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3.
Pmmlmgmmgdﬂahhndmgmnhapm
1. Tahap Persiapan
% Mkt e o ot sl
1) Surat penugasan;
2) Tanda pengenal;
3}Fuunu!ir_huilamymgdipﬂiuhn:hhmp¢hhumpmgzmn.
b. memmmmmmmmm,m
1) Riwayat ketaatan usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3;
2) Izin yang terkait dengan pengelolaan limbah B3;
3) Peraturan/ Litcratur yang terkait dengan obyek pengawasan:




4) Peta situasi/lokasi menurut penanggung jawab usaha dan/atan kegiatan danfatau peta
situasi/lokasi menurut Pejabat Pengawas yang pemah melakukan pengawasan di tempat
yang sama atau bersebelahan;

5) Dokumen lain yang terkait dengan status ketaatan kegiatan yang bersangkutan,

6) Menyusun rencana kerja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan.

¢. Menyiapkan Perlengkapan, antara lain: kamera, alat sampling, peralatan pelindung din, dil.

2. Tahap Pelaksanaan
a. Pertemuan Pendahuluan
1) Sebelum memulai kegiatan pemeriksaan terhadap usaha dan/atan kegiatan, Pejabat
Pengawas harus melakukan pertemuan pendahuluan, untuk menjelaskan maksud dan tujuan
pelaksanaan pengawasan secara detail termasuk obyek-obyek yang akan diawasi;
2) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara penolakan
pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sesuai format berikut:




BERITA ACARA
PENOLAKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

cevsssssassssssssarssssssssasersssess PUKHL oo ..., di Kota Denpasar Provinsi Bali kami yang bertanda tangan
di bawah ini :

Nama

Jabatan

Alamat z
Bertindak untuk dan atas nama,

Nama perusahaan

Alamat .
Jenis Industri/Usaha

Menyatakan bahwa kami menolak kedatangan Tim Pengawas Pengelolaan Limbah B3 dan atau menentang
pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Limbah B3 oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka

Pmmm?ewmlmhhm yang terdiri dari :

scbagaimana mestinya.
Pihak Pemerintah Pihak Perusahaan
NEIR: ....ovanninnnsn L Nama: ..
Instansi:
Ttd:
Nama:
Instansi:
Tid

Instansi ........... T SN

Cap Perusahaan

b. Pemeriksaan Lokasi Usaha dan/atau kegiatan Berdasarkan rencana kerja yang telah disusun,
dilakukan pemeriksaan yang meliputi:
1} Aspek Kebijakan/manajemen pengelolaan limbah B3:
a. Mengumpulkan semua prosedur dan standar tertulis yang digunakan oleh usaha dan/atau
kegiatan untuk melakukan penataan lingkungan sesuai dengan perizinannya.
b. Pemeriksaan kebijakan dan prosedur tertulis yang ada di perusahaan;
2}denmnhaﬂﬁua&umuuunpmgddhmlmﬂnhﬂ&

c,hkmmnknﬂnhkunnunn:mmalnnyum:mmmt:dugnlhguunpﬂqﬂmmm
limbah B3 yang ada apakah terjadi:
(1) Perubahan jenis dan karakteristik limbah;
(2) Perubahan jumlah limbah;
(3) Perubahan teknologi;
(4) Penambahan jenis kegiatan pengelolaan;
(5) Perubahan lokasi dan fasilitas;
(6) dil.




3) Dokumen pencatatan pengelolaan imbah B3 rutin:

a. Mengumpulkan semua dokumen yang ada seperti:

(1) Log book limbah (sumber, jenis, karakteristik danjumlah) yang disimpan, diangkut
di internal perusahaan, diolah, dimanfaatkan dan ditimbun
(2) Manifest untuk limbah yang dianghut keluar perusahaan
b. Catatan-catatan kejadian terjadinya kebocoran, tumpahan, kecelakaan dalam pengelolaan
limbah B3 serta upaya penanganan yang dilakukan
4) Pemeriksaan Lembar Neraca Limbah B3 per tiga bulan yang telah disusun oleh perusahaan
terutama untuk 4 (empat) periode waktu penaatan terakhir (1 tahun).
5) Kondisi Umum Pengelolaan limbah B3:

a Memeriksa kondisi housekeeping di seluruh lokasi usaha dan/atau kegiatan (termasuk di
unit produksi). Contoh: ccceran bahan baku, bahan penolong, dan kondisi saluran
drainase;

b. Memeriksa jika terjadi perubahan wama pada permukaan tanah atau bau kimiawi yang
tajam yang dapat mengindikasikan adanya tumpahan. Apabila diperlukan lakukan
penelitian lebih lanjut;

c. Mencatat kondisi peralatan yang tidak berfungsi atan dalam perbaikan, catat jenisnya,
kapan rusaknya, jenis kerusakan, dan kapan akan diperbaiki.

6) Aspek perubahan proses produksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan jenis, jumlah
dan karakteristik limbah B3:

a. Memeriksa kemungkinan adanya perubahan-perubahan kualitas dan kuantitas:

(1) Kapasitas produksi;

(2) Jumlah produk jadi;

(3) Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
(4) Pengelolaan limbah B3,

(5) Lain-lain.

b. Memeriksa perizinan jika terjadi perubahan dan modifikasi pada hal-hal tersebut pada
huruf a);

¢. Melakukan verifikasi pada sctiap perubaban yang ada dan mencatat temuan ke dalam
laporan pengawasan.

. Pengambilan Sampel:

Dalam pengambilan sampel pada kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 perlu
diperhatikan antara lain: mencatat kode sampel, titik pengambilan sampel, waktu (tanggal dan
jam), kondisi cuaca dan lainnya yang selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara Pengambilan
Sampel sesuai format berikut:




BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN
LIMBAH B3

R TR ... o ccnem sy D v o conrasmmsnreianns M ans wonsisnnan siinstn ML sschonspuretmmssniveisimsmmmrnsn

Pmpmhhmmhlmhhmdmhm&hmmpdﬂsmm?wwmm
yang dilakukan oleh Tim Pengawas.

ngumbll Sampel

Namn
P:nghlmlahmn;
Instansi :

Tanda tangan

No. Lokasi Kode Sampel Jenis Limbah Waktu Keterangan

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-benamya agar dapat dipergunakan

Pihak Pemerintah Kota Denpasar Pihak Perusahaan

Instansi Ted:
Tid

Cap Perusahaan

Lampiran BA Pengambilan Sampel

Denah Lokasi Pengambilan Sampel Limbah Padat/Limbah B3

Petugas Perusahaan : Petugas PPLHD Kota Denpasar :




1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atan kegiatan menolak dibuat Berita Acara Penolakan sesuai format
benkut:

BERITA ACARA
PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pada hari ini................ T i s T i e DI i ——
........................................ pukul .................., di Kota Denpasar Provinsi Bali kami yang bertanda tangan

Jonis Industri/Ussha

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan oleh Tim Pengawas dalam rangka
pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3.

Penolakan dilakukan dengan alasan:

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel ini dibuat dengan sebenar-benamya agar dapat

Pihak Pemerintah Pihak Perusahaan
Instansi: ........... Instansi: ........... 2 | . SR

Cap Perusahaan

Z}Pgwm-hlmbnﬁmdmpdummhihnw{mmmm
d. Pengambilan Gambar/ Foto/ Video
1) Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video) merupakan bagian dari
2) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara
pengambilan foto/video sesuai format berikut:




BERITA ACARA
PENOLAKAN PENGAMBILAN FOTO/VIDEO DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

........................................ pukul .................., di Kota Denpasar Provinsi Bali kami yang bertanda tangan

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan foto/video oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam
rangka Pengawasan Pengelolaan Limbah B3.
Di lokasi :

Penoclakan dilakukan dengan alasan:

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Kota Denpasar Pihak Perusahaan

T

i

Cap Perusahaan

¢. Kompilasi data
Data dan informasi yang diperolch dari pelaksanaan pengawasan selanjutnya dikompilasi
secara:
1) Sistematis (dikelompokkan berdasarkan jenisnya) dan
2) Jelas (dilengkapi dengan catatan berkenaan dengan waktu, tempat/ sumber informasi

diperoleh).

sampel, checklist pengawasan, berita acara pengawasan sebelumnya, dan dokumen pengelolaan
limbah B3,

f. Pertemuan Penutup
lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut kepada wakil dari usaha dan/atau kegiatan melalui
penyusunan dan pembahasan Berita Acara sesuai format berikut:




BERITA ACARA
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

POUR DR Mo iionironsinivg WL oiiiisiinormassnminsnss DMMMss iasssissevinvon s DI susosssossmsssssannsiissootision
cersesnsneneeees Pkl ... ..., di Kota Denpasar Provinsi Bali kami yang bertanda tangan

secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantanan terhadap:

Perusahaan
Alamat

Pihak Perusahaan
Nama

Jabatan

Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkait an dengan pelaksanaan kegiatan Pengawasan
Pengelolaan Limbah B3. Catatan temuan-temuan lapangan selama pengawasan dan pemantavan tersebut
disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dibuat dengan scbenar-benamya agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Kota Denpasar Pihak Perusahaan
DODIE ... .o viiiniiins C
Instansi: ...........

il

T
Nama: ................
Instansi: ..........
Tud.....

A

|

Cap Perusahaan




Mengetahui:
Petugas Perusahaan :

Petugas PPLHD Kota Denpasar :




B. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung dilakukan terhadap dokumen laporan pengelolaan limbah B3 yang
berasal dari pihak pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dapat dipertanggung jawabkan.

a. MMMWMWMMMWMIMM
B3 seperti neraca limbah B3 dan lain-lain)
b. Laporan dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan (jika ada)
¢. Berita Acara pengawasan untuk perusahaan yang pemah dilakukan pengawasan pada waktu
scbelumnya.
2. Tindak lanjut dari pengawasan langsung
Didalam berita acara pengawasan scbelumnya disebutkan adanya tindak lanjut kegiatan
pmgehhnhmhhﬁmhu&pmhuhhpﬁmhl@oﬂnhnhﬂnkhjmmﬁut
yang disampaikan oleh pelaku usaha harus dilakukan evaluasi, dan evaluasi ini merupakan
pengawnmt:ﬁk langsung yang diterapkan terhadap kondisi kegiatan pengelolaan limbah B3
yang telah dilakukan
3. Pengawasan terhadap dokumen dan laporan rutin dari pelaku usaha.
Pengawasan ini dilakukan terhadap kegiatan pengelolaan limbah B3 yang tidak dilakukan
pengawasan langsung ke lapangan secara rutin.

Pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan metodologi:
1. Mengumpulkan semua data-data terkini baik dari laporan rutin, laporan perizinan dan/atau
laporan lain dan pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menganalisa laporan neraca limbah B3 yang meliputi:
a. Analisis jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan
b. Analisis data-data limbah untuk setiap jenis kegiatan yang meliputi:
1) Jenis limbah yang dikelola
2) Jumlah limbah yang dikelola
3. Analisis rangkaian kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan.
4, Menyusun laporan singkat untuk kegiatan-kegiatan diatas sesuai format.

IIl. PENGISIAN BUKU PENAATAN

1. Setiap perusahaan wajib memiliki 1 (satu) buku penaatan pengelolaan limbah B3

2. Dalam rangkaian pengawasan pengelolaan limbah B3 diakhiri dengan pengisian buku penaatan
dengan maksud untuk menjaga kesinambungan dengan hasil dan tindak lanjut kegiatan pengawasan
sebelumnya.

3. Kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 berikutnya harus memperhatikan isi/substansi hasil
tindak lanjut kegiatan pengawasan scbelumnya yang tercantum dalam buku penaatan dan melihat
berita acara pengawasan sebelumnya.

4. Berita Acara hasil pengawasan harus selalu didokumentasikan sebagai kelengkapan buku penaatan.

5. Format Buku Penaatan sebagai berikut :




FORMAT BUKU PENAATAN

Tanggal inspeksi
Petugas Inspeksi 1.
2.
Inspeksi
Sebelumnya
Tanggal
Petugas Inspeksi 1. KLH/Pemda
Prov/Kota(*)
2. KLH/Pemda
Prov/Kota (*)
Pengawasan Lama Mohon di isi singkat dan jelas berdasarkan pengamatan kondisi saat ini.
Obyek Baru (temuan obvek pengawasan baru —~ * jika ada. obvek baru ini akan
Pengawasan diawasi pelaksanaan progressnyva pada pengawasan selanjutnya). Mohon di
isi singkat dan jelas.
........... P p]{m
1. Berita Acara Pengawasan terakhir
2. Berita Acara Pengawasan sebelumnya { )

S:Duhmhi:nn_ﬂmmmduhmg




IV. PELAPORAN

1. Setelah melakukan pengawasan terhadap setiap usaha dan atau kegiatan, Pejabat Pengawas wajib
2. Laporan pengawasan pengelolaan limbah B3 memuat informasi/ data yang dikumpulkan dan hasil

pengawasan yang dilakukan sesuai format berikut:
Format Laporan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

a. Informasi Umum

Merupakan data informasi umum perusahaan yang meliputi :
1) Nama perusahaan

2) Jenis Industri

3) Alamat

4) Website perusahaan

5) Status Permodalan

6) Tanggal pengawasan

7) Contact Person perusahaan

8) Petugas penga was

. Pendahuluan

Uraikan dengan singkat mengenai hal-hal sebagai berikut:

1) Alur proses produksi;

2) Kapusmsprcﬂnkmtﬂpﬂﬂngdimnm

3) Produk utama;

4) Produk Samping,

5) Bahan baku & bahan penolong yang dipergunakan dalam proses produksi;
6) Sumber-sumber limbah;

7) kondisi hoesckeepi

. Pengelolaan Limbah B3

Uraikan dengan singkat, antara lain :

1) sumber limbah B3;

2) jenis-jenis limbah B3;

3) karakteristik limbah B3;

4) cantumkan kode limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku

5) jumiah limbah yang dihasilkan dan dikelola (termasuk neraca limbah B3)

6) izin pengelolaan limbah B3 yang dimiliki;

7) izin pengelolaan limbah B3 yang belum dimiliki atau izin dalam proses;

8) stas kemajuan pengelolaan limbah B3 berdasarkan hasil pengawasan sebelumnya (jika
perusahaan tersebut pernah dilakukan pengawasan sebelumnya)

9) rencana pengelolaan limbah B3 selanjutnya.

Tabel
Status pengelolaan limbah B3 selama | Tahun
No Jenis Jumlah Jumlah Jumlah Yang Jumlah Jumlah Keterangan
Liumbah Yang Yang Dikelola Dikelola Yang disimpan di lnar
B3 dihasilkan sendiri Pihak Ketiga Di TPS TPS
d. Rencana Tindak

Uraikan dengan singkat hal-hal sebagai berikut:
l]mpqhhnmgdohmlmhmpnhﬁlmmwmmmmg

disepakati
2) laporan kemajuan perbaikan yang telah dilakukan







LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

L

NOMOR

TANGGAL :

TENTANG : TATA LAKSANA PERIZINAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN SERTA PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT
PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

TATA LAKSANA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN
AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

PENDAHULUAN

a) Latar Belakang
akibat pencemaran limbah B3, maka perlu dilakukan kegiatan pengawasan.
pencemaran limbah B3 mencakup antara lain pengumpulan data untuk mengetahui luas dampak, jenis
dan karakteristik limbah, jumlah, konsentrasi limbah yang ada scbagai dasar untuk melakukan
pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

b) Tujuan

Pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 bertujuan untuk memberikan kepastian
dilaksanakannya rangkaian kegiatan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sesuai
dengan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan
limbah B3.

c) Sasaran
Terpulihkannya media lingkungan yang sudah tercemar sesuai dengan peruntukannya kembali.

TATA LAKSANA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN

Sebelum dilaksanakan kegiatan pemulihan, penanggung jawab usaha/kegiatan wajib membuat rencana
pemulihan yang telah mendapat persetujuan dan Kementerian Negara Lingkungan Hidvp berdasarkan
masukan dari Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar.

2.1 Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3
memmmmmwmmmmmmmM
1. Persiapan SN

I}Mnmehjnﬁmdﬁ&lddummpmlﬂnnmmhhdhdujm'
3) Menyiapkan Perlengkapan, antara lain: kamera, GPS, alat sampling, alat tulis, serta
kelengkapan lain yang dibutuhkan.




2. Pelaksanaan pengawasan
1) Pertemuan Pendahuluan
Sebelum memulai kegiatan pengawasan, Tim Pengawas harus melakukan pertemuan
pendahuluan dengan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, untuk mengetahui status
pelaksanaan dari rencana pemulihan yang telah disetujui dan kemajuan yang telah dicapai;

2) Pelaksanaan pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3
Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas di lokasi media lingkungan
tercemar meliputi:
Persyaratan administrasi yang harus disiapkan olch penanggungjawab usaha/kegiatan
Kesesuaian dengan waktu penanganan
3) Pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 meliputi hal-hal sebagai
~ berikut:

(1) Pengawasan Lokasi Lahan Terkontaminasi
a. Memeriksa Tindakan penanggulangan Lokasi lahan terkontaminasi
b. Melihat dan memastikan Luas, Volume tanah terkontaminasi dan peta lokasi
(2) Pengawasan Pembersihan Lahan Terkontaminasi
a. Memeriksa pembagian lokasi pembersihan atau sel penanganan lahan terkontaminasi
b. Memeriksa dan menyaksikan pengambilan contoh uji untuk penentuan tingkat
keberhasilan (titik referensi, baku mutu, Risk Base Screening Level (RBSL))
c. Meyaksikan pengambilan Contoh Uji setiap sel pada tahap perbersihan sesuai dengan
dokumen persetujuan KLH
® (3) Pengawasan Penyimpanan dan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi
a. Memeriksa penyimpanan Tanah terkontaminasi dan limbah B3 di TPS
b. Memeriksa Dokumen Manifes Limbah B3
(4) Pengawasan Penanganan pembersihan Lahan terkontaminasi secara
a. Memeriksa pelaksanaan secara Eksitu
b. Memeriksa pelaksanaan secara In-situ
{ﬁjwwmwﬁjlmmmm

.Cmtuhujih;aﬁusairpadamrpmmndanfmummurpmdukﬁih
dipermulaman)

¢. Meminta hasil pemenksaan dan penyaksian pengambilan
Contoh uji tanah pada lahan terkontaminasi

4) Jika diperiukan pengambilan sampel dapat dilakukan oleh Tim pengawas dengan mencatat
kode sampel, titik pengambilan sampel, waktu (tanggal dan jam), kondisi cuaca dan lainnya
yang selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara Pengambilan Sampel sesuai format berikut:




BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN
AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

Pengambilan contoh limbah ini dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat
pencemaran Limbah B3 yang dilakukan oleh Tim Pengawas.

Petugas Pengambil Sampel
Nama

NIP

Pangkat/Gol Jabatan
Instansi

Tanda tangan

mmmw%mm Waktu | Keterangan

sebagaimana mestinya.

" Pihak Pemerintah Kota Denpasar Pihak Perusahaan

IE

J
1

Cap Perusahaan




Denah Lokasi Pengambilan Sampel Kualitas air/ tanah tercemar/Limbah B3

Petugas Perusahaan : Petugas PPLHD Kota Denpasar :




Penolakan Pengambilan Sampel sesuai formar berikut :

BERITA ACARA
PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

Nama
Jabatan
Alamat

Tanda tangan

Bertindak untuk dan atas nama:

Nama perusahaan

Alamat -

Jenis Industri/Usaha :

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan oleh Tim Pengawas dalam rangka
pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3.

Pmnhhnd:hknhndmgmahmn

a) ..
b ..
Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel ini dibuat dengan sebenar-bemamya agar dapat
mrmmhmnmm Pihak Perusahaan

iFi
EEEE
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3. Pengambilan Gambar/Foto/Video
1) Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video) merupakan bagian dari
pengumpulan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan pemulihan limbah B3.
2) Apabila penanggungjawab usaha dan/atan kegiatan menolak dibuat berita acara pengambilan




BERITA ACARA
PENOLAKAN PENGAMBILAN FOTO/VIDEO DALAM RANGKA PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

dibawahini:

Nama
Jabatan
Alamat

Tanda tangan
Bertindak untuk dan atas nama:

Nama perusahaan

Alamat -
Jenis Industri/Usaha

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan foto/video oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam
rangka pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3.
Di lokasi :
dilakukan dengan alasan :
Demikian Pemnyataan Penolakan pengambilan foto/video imi dibuat dengan sebenar-benamya agar dapat

Pihak Pemerintah Kota Denpasar Pihak Perusahaan

2
L

Cap Perusahaan

Pelaksanaan pengawasan mengacu pada checklist sesuai dengan format dibawah.
4. Pertemuan Penutup

Pejabat pengawas yang melakukan pengawasan harus menyampaikan temuan lapangannya dan
disetujui. Temuan ini dituangkan dalam Berita Acara sesuai Format berikut:




BERITA ACARA
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT
PENCEMARAN LIMBAH B3

R A (AU, | WS - (R
... pukul ..................... , di Kota Denpasar Provinsi Bali kami yang bertanda tangan

Pengawasan dan pemantauan terscbut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan
pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3. Catatan temuan-temuan lapangan pemantauan tersebut
disajikan dalam Lampiran Benita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 ini dibuat dengan
sebenar-benamya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Eh&?:mwmhhﬁdnﬂumumr Hh&Pumnhnn
Nama: ........cco0nne Nama: .. R EEl P ) e
Instansi: ........... Instansi: .
e 1h1“”""”""_"
Nama: .........ccoenee Nama: ................
Instansi: ........... Instansi: ...........
T s s cnmnmas s nns 7 A
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Lampiran Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3

Denah Lokasi Pengambilan Sampel Kualitas air/ tanah tercemar/Limbah B3

Mengetahui:
Petugas Perusahaan : Petugas PPLHD Kota Denpasar :




5. Laporan Hasil Pengawasan

Berita Acara dan Risalah Rapat.

IﬁhpmmmwmpdnhmmpmmﬂunaﬁhupmmmﬁmbuhBBManb@
berikut :

1) Mmjahmimmmmuhmpmgambcdmpmg
2) Mqiaharhnlnl-hlmtnhhdﬂahﬂmnulnhmmﬁaw:hmun )
mhwmbmhﬂrkmpumpmnﬂmmmhhmmokhﬂm




wamlmmmpmmmmhmmm
Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pemulihan (RPP)

No Tahapan Kegiatan Ada TK

1 Gambaran Umum Pelaku

a. Nama Pelaku

b. Jenis Kegiatan

¢. Jenis Limbah

d. Jenis Media Terkontaminasi

. Peta Lokasi

f. Titik Koordinat

Yk

Lokasi Lahan Terkontaminasi

Ll | 2

a) Memeriksa Tindakan penanggulangan Lokasi lahan
i

b) Melihat dan mamastikan Luas, Volume tanah

4 | Pengawasan Pembersihan Lahan Terkontaminasi

a) Memeriksa pembagian lokasi pembersihan atau sel
lahan terkontaminasi

penanganan
b) Memeriksa dan menyaksikan pengambilan contoh
uji untuk penentuan tingkat keberhasilan

¢) Meyaksikan pengambilan Contoh Uji setiap sel
pada tahap perbersihan sesuai dengan dokumen
persetujuan KLH

5 | Pengawasan Penyimpanan dan Pengeloaan Tanah
Terd bl

a) Memeriksa penyimpanan Tanah terkontaminasi dan
limbah B3 di TPS

b) Memeriksa Dokumen Manifes Limbah B3

6PmmempmbunhnIm

a}hlmmkﬂpehtmmﬂmm

b) Memeriksa pelaksanaan secara In-situ

7 | Pengawasan Pengambilan Contoh Uji Pasca
Pembersihan antara lain:

a) Memeriksa titik pengambilan contoh uji sesuai
dengan dokumen perencanaan

b) Mecminta hasil pemeriksaan dan penyaksian
pantau dan atau sumur penduduk (jika
dipermukiman)




Checklist Pengawasan Pemulihan Media Perairan dan Pantai Akibat Pencemaran Limbah B3 Dilaksanakan
Sesuai Dengan Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pemulihan (RPP)
1. | DATA PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan
2. Alamat Perusahaan
3, Jenis Industri x
H. | TIM PENGAWAS L. .occieveinnennneee | NIP/No PPLHD
v R { NIP/No.PPLHD
= / NIP/No.PPLHD
IM.. | PENETAPAN MEDIA | Ada [ | Tidak i | Ket.
TERCEMAR

IV. | RENCANA PELAKSANAAN PEMULIHAN

Ya | Tidak Keterangan

A. TINDAKAN PENANGGULANGAN

1. | Apakah ada upaya mencegah atau mengurangi aliran limbah
B3 dari sumber?
A Iﬁundakaﬁmmbudlpmmmmmm

3. | Jika sumber daya pesisir dan perairan terancam, apakah

operasi tindakan penanggulangan perairan dan/atau untuk

melindungi ckosistem pesisir dan perairan yang sensitif
oil boom?

4. | Jika, karena kondisi cuaca, tindakan untuk penanggulangan

ekosistem pesisir dan perairan telah terpapar oleh limbah

B3, maka apakah tindakan pembersihan menjadi prioritas ?

5. Apalmhtﬂhhnmluwaﬁmpam],pﬂnhmdm
bahan yang diperlukan ?

Ya | Tidak Knt:m_ngan

B. PELAKSANAAN PENANGGULANGAN

1. | Apakah sudah terbentuk Tim Penanggulangan Pencemaran
limbah B3 pada media lingkungan perairan?

2. | Apakah sudah tersusun struktur organisasi satuan tugas
penanggulangan pencemaran limbah B3 yang tenidiri dan
pengendali satgas, komandan satgas dan wakil komandan
satgas?

3. | Apakah dalam pelaksanaan tugasnya komandan satgas
dibantu oleh Tim Permbersihan, Tim Pengumpulan, Tim
penyimpanan dan Tim evaluasi?

Ya | Tidak Keterangan

C. TEKNIK-TEKNIK PEMBERSIHAN MEDIA LINGKUNGAN
PERAIRAN YANG TERCEMAR LIMBAH B3

1. Perairan Terbuka

a. Lepas Pantai dan Pesisir

i A.puhhnelahdlhkuhnmumpduhlmr
(boom) ?

ii. Apakah menggunakan mesin penyedot (skimmer)?

ii. | Apakah dilakukan pmqu:mtan dispersant (sesuai dengan
rekomendasi

iv. | Apakah melakukan p:mhnhm ditempat  (setelah
mmmmmﬂmm

mempertimbangkan
v. |Apakah dilakukan pembersihan alami  (setelah
mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)?

vi. ﬁmhhmmmkmmﬂnﬂ;mmhm?

%Tﬂrm
i Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir
(boom) 7




Apakah menggunakan mesin penyedot (skimmer)?

il
.

Apakah dilakukan penyemprotan dispersant (sesuai dengan
rekomendasi penggunaan dan setelah mempertimbangkan
keuntungan secara lingkungan) ?

iv.

Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?

Y.

Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?

vi.

Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam ?

2. Ekosistem Terumbu Karang

a. Terumbu

i

Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir
{boom) ?

.

Apakah menggunakan mesin penyedot (skimmer)?

Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) 7

iv.

Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?

Y.

Vi.

vil.

b. Fore Reefs, Rataan Terumbu (Reef flats) dan Terumbu Patahan
{Reef Crests)

(ﬂr.uhmg)ﬁmnmmhh‘?

melaksanakan pembersihan alami (setelah
nmpuﬂmbmgtmhugkneﬁxmdm:feknﬁm}

Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?

Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?

Apakah menggunakan dispersant ?

slale |zl

Apakah melakukan pembakaran ditempat?

Apakah mempergunakan material yg dapat tenggelam ?

3. Ekosistem

Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir
{boom)?

Apakah menggunakan mesin penyedot (skimmer)?

'F:

.

Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air
(flushing) tekanan rendah?

Apakah dilaksanakan pembersihan secara manual?

=

Apakah  dilakukan pembersihan alami  (setelah
mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) 7

Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?

Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?

Apakah menggunakan dispersant ?

Apakah melakukan pembakaran ditempat ?

Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam?

B g fs s

Apakah dilakukan pengangkatan sedimen ?

Apakah terjadi pembabatan/tebang habis pohon ?

4Padang_

Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir
(boom)?

Apakah menggunakan mesin penyedot (skimmer)?

=4 |28

Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air
(flushing) tekanan rendah?

Apakah  dilakukan pembersihan alami  (setelah
mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) 7

Apakah menggunakan matenial penyerap (sorbent) ?

s

5




Apakah dilakukan pengangkatan sedimen ?

o |m

Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)
untuk bawah permukaan ?

Apakah dilakukan penebangan vegetasi ?

5Pmnupm

Apakah menggunakan Mesin/penerapan teknologi untuk
membersihkan pantai 7

Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air
(flushing) tekanan rendah?

iii.

Apakah  dilakukan pembersihan alami  (setelah
mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?

Apakah menggunakan matenial penyerap (sorbent) ?

<

Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?

vi.

Apakahdllahhnpmyhmnkcluar:hnpﬂwhmmr

6 Pm Berlumpur

Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air
(flushing) tekanan rendah?

Apakah dilakukan pembersthan secara manual ?

iii.

Apakah  dilakukan pembersihan alami  (setelah
tingkat efisiensi dan efektifitas) ?

mempertimbangkan
Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?

Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?

Apakah menggunakan Mesin/penerapan teknologi untuk
membersihkan pantai 7

Apizhdﬂahhnpmguhum ke bawah permukaan ?

Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air
(flushing) tekanan rendah?

Apakah menggunakan dispersant ?

Apakah dilakukan pembersihan secara mamual 7

Apakah  dilakukan pembersihan alami  (setelah
tinglat efisiensi dan efektifitas) 7

mempertimbangkan
Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?

<=

Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)
untuk permukaan 7

Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air
(flushing) tekanan tinggi?

Apakah melakukan pembakaran ditempat ?

Apakah dilakukan penebangan vegetasi ?

» [Flg| =

Tatacara Pengumpulan Limbah B3 pada Media Lingkungan
Perairan yang Tercemar

Apakah sudah memperhatikan karakteristik limbah B3?

Apakah sudah mengenakan pakaian keselamatan kerja?

=

Apakah sarana pengumpulan sementara dalam kegiatan di
perairan dalam bentuk tanki atau wadah terapung atan

iv.

tongkang?
Apakah sarana pengumpulan sementara dalam kegiatan di
pesisir/daratan  bentuk tanki atau lubang pengumpulan
sementara limbah B3 berlapis plastik/HDPE ?

Apakah sarana pengumpul disiapkan sesuai dengan
lokasi/kawasan tempat dilaksanakannya kegiatan?

Apakah wadah pengumpulan dipastikan tidak bocor dan
mudah untuk dipindahtempatkan 7

vii Apakah sudah dilakukan pengumpulan limbah B3 dan
media lingkungan yang tercemar limbah B3 dengan tidak




melebihi daya tampung wadah ?

kedalam wadah pengumpul yang lebih besar sebelum
dikirim ke tempat penyimpanan sementara 7

ix. | Apakah sudah mengisi formulir pendataan limbah?

B | Tatacara Penyimpanan Limbah B3 pada Media Lingkungan

Perairan yang Tercemar

Apakah sudah memperhatikan karakteristik limbah B3?

B3?

Apakah pola penymmpanan dibuat dengan sistem blok,
setiap kemasan jika terjadi kerusakan dan apabila terjadi
kecelakaan dapat segera ditangani ?

Apakah lebar gang antar blok harus sudah diatur sedemikian
dan kendaraan pengangkut (forklift)?

Apakah penumpukan kemasan sudah mempertimbangkan

kestabilan tumpukan kemasan?. Jika berupa drum (isi 200

liter), maka tumpukan maksimum 3 (tiga) lapis dengan tiap

lapis dialasi dengan palet dan bila tumpukan lebih dan 3

{ﬁpjlapumhmmta‘buatdmplasuk,mahham
nakan rak

Apakah lokasi penyimpanan sudah dilengkapi dengan
mldueknlﬂmgnﬂdlnnlumnpunblmnpn menuju

menampung 110% dari kapasitas volume kemasan yang ada
didalam ruang penyimpanan, serta kemasan harus diatur
sedemikian schingga bila terguling tidak akan memimpa
kemasan lain 7

Adakah tempat bongkar muat kemasan yang memadai
dengan lantai yang kedap air 7

kuat dan tidak retak?

penampungan dengan kemiringan maksimum 1% ?

Apakah bangunan sudah dibuat khusus untuk fasilitas
penyimpanan 7

Apakah rancang bangun dibuat beratap yang dapat
mencegah terjadinya tampias air hujan ke dalam tempat
penyimpanan?

dibuat dari bahan yang mudah didobrak?

Er

kebakaran, dan peralatan komunikasi?

3

Apakah lokasi tempat penyimpanan bebas

KRITERIA KEBERHASILAN PELAKSANAAN
PEMULIHAN

Perairan Terbuka

Apakah pemantauan di (3) tiga lapisan setiap titik sampel :
(a) permukaan, (b) tengah, (c) dasar pada kawasan tercemar
dilakukan secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap
parameter logam berat dan kandungan limbah B3 dalam air
(kbusus untuk limbah B3) 7

Apakah hasil analisa laboratorium perairan mengacu kepada
hasil analisa pembanding dan atau Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup No. 51 tahum 2004 tentang Baku
Mutu Air Perairan (sesuai dengan peruntukannya : (a) Biota
Perairan, (b) Kawasan Pariwisata, (c) Kolam Pelabuhan 7




Ekosistem Terumbu Karang

Apakah pemantavan pada kawasan tercemar dilakukan
persentase tutupan karang hidup dan kandungan limbah B3
yang menempel pada terumbu karang (Keputusan Kepala
Bapedal Nomor 47 Tahun 2001 tentang Pedoman
Pengukuran Kondisi Terumbu Karang) ?

Apakah hasil penghitungan persentase tutupan karang hidup
WALIKOTA DENPASAR Lingkungan Hidup No. 04 tabun
2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang?

Ekosistem Mangrove

Apakah pemantanan pada kawasan tercemar dilakukan
mkmbmbnkmﬂmdaﬁmh:dnngm
limbah B3 yang menempel pada tamaman mangrove.

WALIKOTA DENPASAR Lingkungan Hidup
No. 201 tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman

Penentuan Kerusakan Mangrove) ?

kerapatan vegetasi mengacu kepada Keputusan Menteni

Negara Lingkungan Hidup No. 201 tahun 2004 tentang
Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan
dan atau hasil pembanding?
D. | Ekosistem Padang Lamun

fe—

Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan
kcrapatan vegetasi serta kandungan limbah B3 yang
menempel pada padang lamun (Keputusan WALIKOTA
DENPASAR Lingkungan Hidup No. 200 tahun 2004
tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan
Status Padang Lamun dan atau hasil pembanding) ?

Apakah hasil penghitungan parameter kerapatan vegetasi
mengacu kepada Keputusan WALIKOTA DENPASAR
Lingkungan Hidup No. 200 tahun 2004 tentang Kriteria
Bakn Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang
Lamun dan atau hasil analisa sampel pembanding ?

Pantai Berpasir

—

Apakah pemantaunan (di dua lapisan setiap titik sampel : (a)
permukaan dan (b) dasar lubang pemantasan (catat
kedalaman lubang) pada kawasan tercemar dilakukan secara
rutin sctiap cnam bulan sekali terhadap parameter
kandungan limbah B3 pada pasir ?

hasil analisa sampel pembanding ?

Pantai Berlumpur

-

Apakah pemantanan (di dua lapisan setiap titik sampel : (a)
permukaan dan (b) dasar lubang pemantauan (catat
kedalaman lnbang) pada kawasan tercemar dilakukan secara
kandungan limbah B3 pada pasir?

hasil analisa sampel pembanding 7

Pantai Berbatu

—

Apakah pemantavan pada kawasan tercemar dilakukan
limbah B3 yang menempel pada batuan ?

kandungee - -
Apakah hasil analisa laboratorium disandingkan dengan
hasil analisa sampel pembanding ?

SURAT STATUS PENYELESAIAN MEDIA TERCEMAR
(SSPMT)

Apakah sudah memenuhi syarat untuk penerbitan Surat
Status Penyelesaian Media Tercemar (SSPMT)




Neraca Limbah B3

Kmoltwun

Foto-foto dan keterangan
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dil. yang diperiukan




